RAR IV
IMPLEMENTASI KHITTAH:

DINAMIKA EKSTERNAL

Jika pada bab ITI dibahas tentang dinamika internal
N, maka  dalam bab ini akan  dilihat bagaimana dinamika
ersternal  NU dalam implementasi keputusan kembali kepada

Khittalh 1924, Pertama akan  dibahas  tentang reorientasi

politih yarg  membawa  NU pada s dimensi béaru gerakan
politiknyea, Y ETIg memi ik dua ma k& pentings
ditinggalkannya podlitik praktis, darn dilepaskannya

keterikatan dengan organisasi politik manapun. Fada  bagian
yarg sama akan dilibat pula bagaimana posisi NU o pada  dua
pemilu, 1987 dan 1992, Kesudian, aktivitas bidang garapan
N setelah  tidak  lagi berkonsentrasi  pada  kepolitikan
praktis akan menjadi topik bahasan, sebelum bab ini ditutup
derngan tinjauan sengenal keuntungan dan kerugian N pasca

Khittah,

A. DARI KUANTITAS, KE KUALITAS POLITIK: SEBUAH REOGRIENTASI

Sebagal organisasi kemasyvarakatan yang menjadi bagian
tak  terpisahban dari keseluruhan  bangsa Indonesia,
Nahdlatul Wlama senantiasa menyatukan divi  dengan

perjuangan Bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara
sadar mengambil posisi  vyang aktif dalam proses

per juangan mencapal dan mempertabankan emeardekann,
seirta 1kut  aktif dalam  penyusunan  UUD 1940 dan
perumiead Fancasila sehagal dasar negarda.



133

-t

Keheradaan Nahdlatul Ulama yvang senantiasa menyatukan
diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan  Nahdlatul
Ulama dan  segenap warganya untuk senantiasa aktif
mengambil  baglan  daleam pembangurian bangsa MmEPLLI W
masyarakat adil dan makmur  yang diridlai Allah
Subhanshu WS T ‘@ala. Karenanyeé, setiap warga
Nahdlatul Ulama harus  menjadi  warga negara yang
senantiasa menjunjung tinggl Fancasila darn UUD 1945,
Bebagal organisasi b2 agamaan, Nahdlatul Ulama
merupakan bagian  tak terpisahkan  dari umat Islam
Indonesia vang senantiasa herusaha  memegang  tequh
pereandaraan  (al-wkhtah), toleransi (a&l-tasamuh),
rebersamaan dan  hidup  berdampingan baik hersama
dengan  wmat lslam maupun dengan SEEAMA warganegara
vang  menpunyal keyakinan/agama lain  wuntuk bersama-
sama  mewdudkan cita-cita persatuan dan  kesatuan
bhangsa yang kokoh dan dinamis.

Sehagal organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan,
Nahdlatul Wama senantiasa herusaha secara  sadar
untuk  menciptakan warga negara vang menyadari  akan
hak dan kewa)iban terhadap frangsa dan Nnegara.
Nahdlatul  Ulama seCara arganisatoris  tidak terikat
dengan organisasi politik chaar organisasi
Femasyarakatan manapun JUga.

Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga neqgara yang
mempuryai  hak-hak politik  yang ditindungi dengan
Undang-undang. Di  dalam hal warga Nahdlatul Ulama
mergounakar hak-heak politikinye haras dilakubkan SeCars
pertanggung-.lawal, cebaingga dengan demikiasn dapat
i tumbabkan aibap Fri g YT dempbkratis.
bonstitusional, taat hukumn, dan mampu  mengembangkan
mek an i sme  musyawarab o dan muatakat  dalam  memecabkan
masalah yvang dibadapl hersama”

buaty  blueprant

futdpar  peandang i atas  adalab
kepolitikan NU pasca Fhittah yang dirumuaskan dalam muktamayr
1964, ada dua bBal penting yang o praric arig b arn dalam rumisan

it Perpdame ponegazan tentang dimersl bhara cerakan

politik M, wvand tidak lagi memiliki muabean politak praktis

1Keputu5an Muktamar XXVII Nahdlatul Ulamg NO. 02 /MNU-
27/1984 tertang Khrittab, Mabdlatul Hlame, Butir &
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kelembagaan. Kedua, penegasan netralitas N terhadap setiap

organisasi politik.,

Dimensi baru  kepolitikan  NU adalah resultansi

dilakukannya reorientasi  dalam kuantitas politik  menuiu
. i 2 .
Lualitas politik.* Maka rveorientasi 1tu adalah, ML
meninggalkan  politik praktis dan politik kelembagaan yang
herkutat  pada  perbiiungan berapa tarnyak  peroleban suara
dalam pemilu, herapa banyak orang NU yang menduduk i jabatan
dalam  supra  struktur, dan  seterusiyd. L an "eukses
palitik™ NU kinil bukapn lagl cegi kuantitatif semacam  itu,

tapi lebih pads sedaal mana pikirmnwpikiran, konsep-konsen

MU,  serta para warga NUoodi lembaga-lembaga politik  yang
ada bisa memberikan kontribusil positif dalas  meningkatkan
kualitas  kehidupan herbangsa dan hernegara. Jadi, adalah

tujuan NU kini untuk memiliki nilai komplenenter bagi usaha

-

pembangunan hangﬁa.* Lalu netralitas politik, artinya  NU
melepaskan afiliansinya terhadap FFF untuk  selanjutnya

menjaga equal distance terhadap keseluruhan OPF,

Eﬁementara pengamat dengan terburu-bury menafsirkan
hahwa rearientasi vang dilakukan NU adalah reorientasi dari
perarn  politik  mernuiu peran non-politik.  Meskipun  sampsd
hatas tertentu ada benarnya pula, tapil penafsiran seperti
ini akan menyulitkan para pengamat yersebut untuk menemukan
plkapanasi paling tepat manakala mereka menemukan  masih
adanya bohot-bobot politik dalam geraban N ini.

SCWEwancara  penyuaesun dengan Drg. Khairul  Anam, Ketua
Arnshiar Jawa Timur di kediamannya pada tanggal 03 Jull




Segala komitmen di atas barangkali secara konseptual
sudah sangat Jjelas. Tetapi implementasinya sudah  pasti
tidak akan semudah dirumuskan. Jelas itu adalah, seperti
diakui oleh Abdurrahman Wahid, "merupakan statemen vyang
Lompleks e {(meskipun) kelihatannya sederhana".4
Kompleksitas persoalannya segera membayang secepat hal ity
diputuskan.

Maro,  rupanya menyadara babwa beluarnya NUY dari PRPP
berarti  hilangrnya  sumber massa terbesar  partai itu, di
Fantianak tangogal 7 Januari 1986 menyatakan bahwa
organisasi vang turat menandatangani deklarasi  pembentukan
FFF  secara yuridis formal tetap mempunyai hubungan dengan
FRR, Yang dimakswd Narao tidabk lain adalah NU.

Maka, Abdurrahman Wahid merasa perlu menanggapi
ucapan Naro itu. Seusai Rapat Gabungan penguras harian PERNU

di  Jombang, 11 Januari 1985, ia menyatakan bahwa warga NU

tidak atomatise menjadi  anggota  FPPP, sambil merujuk
pernyataan  Nara sendisri bahwa  keanggotaan  FPPF adalah
stelsel aﬁtif.ﬁ Sementara rapat gabungan itu  menghasilhkan

A ihat Abdwrrahman Wabid, Nahdlatul Ulama dam  Khittah
19246,  dalon Masyviure Amin dan Temail Ahmad  (eds.), Dialpqg
Pemikiran Islam dan realitas Empirik (Jogiakarta: LKFSM,
1993y, h., L02. .

£ -, . oon .
Mllihat Kompas. 10 Januari 1985,

“Kompas, 12 Januari 198%,

o



sebualh keputusan yang menegaskan netralitas NU. 8K PENU No.
01 /PRNUY/ I-198% tentang Felarangan  Feranghkapan Jabatan
mengatur hahwa senua pengurus harian NU di semua tingkatan,
tidak bholeh  meranakap menjadi  perngurus  harian orpol
manapun. Ratas waktu pelaksanaan larangan itu adalah  satu
tabun  untuk taingkat Wilayah, dan dua tabun untuk  cabang.
Fepatusan itu belakangan dikububkan lagi dengan 8K FRENU No.
TEAA-TT/08- X T 19a5,

Fada talan berikutnya, delapan orang pengurus  Harian
FRMU menemuil presiden  Suharto di Rina Graha.’ Di sini
merelks melaporkan hasil-hasil  Muktamar 1984, termasuk
penarimaan «zas tunggal yvang dinvatakan semata-mata  karena
motauvan it agama dan bukan politik. Femhicaraan  lain yang
menpeiralel aksentuasi dalam pertemuan ite adalah  pandangan
NP baiwa Neogara Republik Indeonesia serupakarn benituk final
bagi Eeseluruban DRangea, tarutama wumal Tslam. Tentang
netralitas NUL  dikabearkan  babwa Freeiden memberikan
tanggapan  sangat pozsitif, dano menyatakan  harapannya  agar

sehagal perorangan warga NU benar-benar bisa memasubl semua

7Kﬁdw1awa" pengurue harlan yarng tangoeal 14 Februaril
diterima presiden ituw adalabh KH. As’ad (Mustasyar Aam), kKH.
Ahmad Riddiag {(Fais  Aam), Aldurrahiman ‘Wahid (Ketua
Tanftidzivabh), Anwar Nurrlis (Sekjen), Mahbub Diunaedi (Wakil
ketua Tnafideziyvah), KH. Fusdi Shaleh (Wakil Rais Aam), KH.
MNaiib Wahab (Rais Syuriah), dan KH. Hamid Widjiaia (Katib
Syuriat).
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Fekuatan sosial politik lain.®
Fertemuan itu  setidaknya dapat dijadikan  langkah
pertana bagil rekonsolidasi dengan pemerintah yang merupakan
salah satu dari  sub—tema khittah. Ragi R(NU, perjialanan
selama lebhih sepulun tabun  dalam FFP vang kadang
menempatkannys  sebagal oposan  pemerintah, sedikit-banyak
tentu  terasa sehagai deviasi dari pola pandangan  tentang
hubungan dengan penguasa. DI osind pemerintab sendiri, pada
saat Y ang nyaris bersamaan dengan retrospeksi  NU, mulai
muncul  kcenderungan politik yveng akomodatif terhadap  umat
Talam, setelah ephelumnya antara kedua belah pihak terdapat

habwnigar yeang antagonistik babkan menjurus ke arah konflik.

Fupa-ruapany d, pemerintah  menyvadari babhwa umat Islam
men ek an Lekustan politik potensial Jjika dapat
mengorganisir  diri  sedemiklian rupa. Sehingga pemerintah

skhirnya dibadapkan pada dua pilihan: mengadakan akomodasi

hadap  Telam, atau menempatkan Islam  sebagai kelompok
Varig herada diluar sama—sekali. Tampaknya pemerintah
mengambil pilihan pertama, sebab kalauw kedua yang dipilih,
Lewvflik  aker sulit ditindari, yvang pada  akhirnya membawa

dampak varep  hesar dalan  proses pemal tharaan Negara

dKDmgas, 1% Fehruari 1985,



keﬁatuan.q

MU setelab  menyadari perkembangan itu, dan  segera
mendapati  babwa retrospeksi  dan  reorientasi politiknya
sl ang memperaleh ivlim  makra YA tepat.lo Maka
rekoneal idasy dengan pemerintab pun di akselerasi penuh. Di
hadapan sekitar 10.000 warga NU pada HUT-nya vyang he-61  di
Surabaya, L8 April, Abdurrabman Wahid mengingathkan bahwa
masih  banyak  kaum muslimin yang  belum memahami  masalah
huburgan  NeEgares dan agana  secard herarr. Mereka masih
menpertentanagran [alan  dengan negara. Maka adalah tugas

11

warga MU untuk mengorekal besalah-pabaman  itu. Lalu

sambil  mengulang-ulang hahwa secara kelembagaan telah
meninggalkan  kegiatan politik prakbis, Ahdurt-ahman  wahid
menyatakan babwa operasionalltas Beputusan 1tu adalah
petralitas NU terhadap orpal yang ada.

Repetisi terhadap penegasan ituw herangkall  memang

P ihat Afan Oaffar, Politik Akomodasi: Islam dan
Negara di Indonesia. dalam M. Imam Azis, et. al (eds. ),
Agama Demgkrasi dan Keadilan (Jakarta: FT Gramedia Fustaka
Utama, 1993)., h. 105,

1“K@E@5ua1aﬁ langkah  Folitik ML dengan rekayasa
pol il ik pener tntah Fian terasa dengan diteraphannya U No.
8 Tabun 196% tentang Urganisasi Kemasyarakatan pada tanggal
17 Juni.  vang pada pasal 7 omenyatakan  babwa, Organisasi
Kemasyerakatan berasaskan Pancasila sehagai  satu-satunya
asas,  walaupun  tetap dibebaskan untuk  merumaskan tujuan

Khae masing-masing. Lihat antara lain,. 5_Undang-undang Baru

di Ridang Politik (Jatarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Ngompas, 20 April 1984,



diperlukan, karena dalam pada itu sejumlah tokoh NU seperti
Mahbub Diunaedi, KH. As’ad Svamsul Arifin dan Anwar Nurris
masih  melakukan campur tangan dalam persoalan FFF. Antara
hulan Maret dan Juni mereka melakukan seranghkaian  usaha

antuk  mendepak  Naro dari kepemimpinan FrF, atauw minimal

MENQLESerYy & (ar i posisl comirian sambil berusaha
mepempalban  Oeang-Orang MU pada ] abatan-—jabatan kunci

partal. KH.  As ad Syamsul fArifin tahib ey mengancam  bahwa
jika tidal ada perbaikan dalam kepemimpinan FFE, dia akan
medarana wlama NU herkempeanye hagi partal itu dalam peEmilw
1ea7 kelak.tg Fetika mensmutl bahwa semua itu gagal, Mahbub
Diunasdl YA mewakili  KH. A ad Syamsil Arifin
mengeluarkan pernyataan batwa dalam pemilu nanti warga NU
tidak wajib berkampanye untuk FFF dan tidak pula wajib
mencoblos PREL 1o

Melihat gerak  maju-mundur iri. Abdurrahman Wahid
aocara implisit memper ingatkan para elit NU agar membiarkan
warga  dalam hebebasan untuk menetukan  pilihban  politiknya

sendiri, dan untub moanjaga NI murni dalam netralitasnya.

D UG mengaigat kan treabiviaa M. Ne gl Syamsul Arifin
) :

Vidremtana  campur tangan sejumlal tokaly MU dtw lihat

antara lain Tempo., 50 Pla et 1985 dan P2 Jurae 198%,

lﬂPe]ita, 11 (lktaber 1985, cebagalmana dikutip dalam
Facwuig  Mariian, Quo Vadis NU (lakarta: Fonertit  Erlanggas
1962, h. l&0.
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sendiri  yang sejak sebelum Muktamar 1984 telah berbicara
tentang netralitas NU.14

Tetapi Mahbub Divnaedi lalu menjawab bahwa MU tidak
bisa begitu saja netral terhadap kebaikan dan keburukan. NU
Y AT iz maksud sebagal  lembaga--  harus mempunyal
pilihan, karena NU memiliki nilai-nilai yang jadi patokan.
Raginys, netralitae itu mengesankan belemahan dan cenderung
maw  enak-enakan L, . melayang-layang, tidak puanya  pijakan
Botk di buami maupan o Vangit.  Mahbub Diusaedi  lebih
mervubal distilab bebas aktif (yang) punya pijakan, punya
hitungar dan PRI @R rmsiko.lﬁ Lalu tentang implikasi politik
Ehittat,  Mabbub Diunaedi dengan  1lustratif menggambarkan
bBahwa  vang ditinggalkan  NU dari  dunia politik  adalah
"peroleban minimal” untuk menugu "peroleban mriw.;'ssim:a].".'“‘3
Ftw berarti  NU mesti melakuk o apapain yang diharushan aleh
Hpaya untuk mencapai perolehan maksimal itu. Dan akhirnya,

14K0mga§, 4 Nopember 1985,

15L.ihat Mahbub  Diunaedi, Muballig Dadap tentang
Netralitas NU, dalam Kompas. 20 Desember 1935,

1bMahhub DRDiunaedi, Khittah, dalam Iempo,. 2% Januari
1784, h. 74, Mabbub Diunaedi mengingatkan generasi barw NU
agar tidek lagi dengen biduk bedil ceraya menenteng  seikat
ihan, cukup  untuk makan sehari-semalam tapi tidak cukup
merambal balik runah yvang romberic. Anak-anak iju tidal bica

dibiarkan cama  sepertl  orang  tuanva. Mereka mesti
memandanc lawt  dengan sinar mata yan 9 bharu, membawa pulan v}
berton-ton tkan yang sehat, mencegah binatang itu mati tua

karena tidak ada tangan Yarg kuasa menanghkapnya, Ibid
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jalan pikiran diatas, kemudian mengantarkan Mahbub Diunaedi
dann  kelompoknya pada apa yvang kelak dikenal sebagai aksi
"penggembosan  FFF",  tanpa mengabaikan faktor determinan
ladin  berups kebkecewsan terbadap pimpinan  PPF saat  itu,
Ehususnya Naro.

Febecewaan kepada FFRF inilah yang memasuki tabun 1986
milal disebut-szebut sebagal alasan utama ketika terjadi
hilrah warga NU e Golkar secara demonstratif, terutama di
Jawa  Tengah  dan Rarat. Di Jawa Tengabh misalnya, dari 37
cabang MU yvanag ada, sampal bulan Meil tinggal 8 cabang saja
: 4 , g AT
yana masih jelas-jelas mendukuwig FRF. Fada umumnya mereka
mengangoap babwa bemenangan FRE dL suatu daerah selama  ind
tidal membawa perbaikban apapun, termasuk sarana keagamaan.
Yartg tanyak mengembanghan sarans dtu justru adalabh Golkar,
Sedangkan KH. [lyas Ruhivat (Fesantren Cipasung, yang ejak
1990 menjadi Pelabsansa Rais Aam MUY memberiban alazan bahwa
vang selama inl omenguntungkan NU adalah kerja sama  dengan
umara  {(pemerintah) .  dan  sebarang umara  adalabh  identik
dengan Gmlkar.la

Sehenarnye, lanps adanys manuver-—-manuver polatik yang
tendensive dari kelonpok tertentuw di N sekalipun, Langkah-

langkabh  politik  obyektid ML pada  wmimnya  memang banyveak

17

Lihat Tempo., 1 Mei 19846,

1831 b i d.
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berimplikasi negatif terhadap FFF. Di Jawa Timur, 5K FENU
nc, 77 tahun 198% tentang pelarangan  peranghapan Jabatan
banyvak ditafsirbkan sebagai perceraian NU dari FFF. Lalu di
tahun 1984, FRMU mengeluarkan Sk N, 22/19886 yvang melarang
perngurus harian NU serta penguirus lembaga, lainah, dan
badan  otonom ol tingkat MW dan Ranting untuk  menjadi
Fomizaris orpol, maupun mewakilinya dalam herbagai tingkat
aparatur  pemilu. Akibat 8K anil, FER Jawa  Timur  menjadi
edodoran. Hampir  semua DFC FFF mengeluhkan sulitnya
mercarl tenaga Fengawas Pemungutan Suara dan Fanwaslakcam.
Di EBondowoso bahkan terjadi kesulitan untuk  mendapatkan
orang  bagl jabtatan  komisaris  partail baik  di tingkat
becamatan  maupun desa. Kesulitannya adalah karena di  Jawa
Timur pengurus barian FRP lazimnya adalah  orang-orang NU,
sehingga pasti ada vang bisa tetap akbtif di PP, namun di
Kalangan warga NU ternyata berkenbang bebencian terhadap
Nara. Akibatnya, ulama NU yang diketahuli menjadi pengurus
FEF  langsung di  cap  sebagal antek Naro dan dijaubi
masyarakat. Dalamm koteks inilah KH. Syansuri Badawi
(Tebuireng) menyalahbkan  FENU, YANG menurutnya telah
meayesatkan  umabt Islam dengan segala macam  larangan  yang
dibherlakukan. Dia juge menyerukan warga Bl tetap di FFRF,
asehaby rumah Tetam adalah di FFF, yanq me sk 1 pun ABAGNY&

adalal Fancastla, neaman ADSART Ty ea masih menyebuatkan untuk



14:
: ol 1 am LT
memperinangkan Tslam.
Untuk menetralisir suasana, KH. Ahmad Siddiq di bulan
Juni  mengumpulkan 230 ulama  se-Jawa Timur, dan dalam
kapasitasnya sebagal  Rails Aam, ia membuat fatwa tentang
pemilu. Fatwa ttw berisikan dua hak pokok. Pertama, warga
NU tidak lagar wajiib memilih PFF, dan tidak dilarang memilih
Galkar dan FDI. Keduz, mereka mewaljibkan  menggunakan hak
. . ' L 20 ,
suaranya dalam pemilu, dan diharamkan menjadi golput. Di
bulan OQktober, fatwa i1tu dipublikasikan sebagail sebuah buku
PNU dan Pemilu, vang disamping diedarikan kepada warga NU
juga dikirimkan kepada 200 bupati  di Jeawea o Sumatera,
o . L . - T ab b 21
Sulawesi dan Kalimantan, yang wilavabnya adalah basis NU.
Implikasi—-implikasi pegatif terhadap P itu
sebenarnya diperuncing oleh sikap Naro. Semakin  mendekati
pemilu, dia sering berbicarsa babwa NU tetap di PPP, dan
umat  NU adalabh umat FFP. Ragi mereka yang kerap merasakan

Fekecpwaan caat MU masih berada di FFF, yang untuk sebagian

adalah akihat tindakan MNaro, meak a L APAN—UCARANNY &
hel akangan jadi terasa hipokrit  dan  berkesan hendak

memperalat NI untuk menjamin perolehan FPP. RBarangkali jika

Mey o ap wajar dan meEnghargal Foeputusan NU, maka M

19 {pat Tempo. 15 Februsri 1986, h. 12.
20 o 13 Y=
Tempo, 19 Juli 193&.

Rl]emg o 1 Nopember 1v8s.
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pun akan  bersikap wajar. Sebab ikatan historis mereka
pastilah tidak begitu saja dapat diputuskan. Namun semua
perkembangan yang terjadi mendorong kelompok tertentu dalam
NLE untuk membubtikan bahwa PPE akan sangat berbeda setelah
ditanggalhan N,

Babbhan  Abdurrabman Wahid pun akhirnya selihat  bahwa
aksil pengagembosan kepada FPPFP pada  satu el ak an
menguntunghan MU dalam veaha senegaskan ebsistensi dirinva.
Gehingaga hetika intensitas penggembosan itu meninggi, dia
saima s@ehaliy tidak berusaha lagi  untuk mencegahbnya, dar

Hary @

sekall ., dengan  tidak sungguh--sungguh, membuat

pernyataan yang tidak terlalu berarti seperti bahwa aksi
penggemnbosan 1ty adalah tindakan individual orang-arang NU

varg tidak puas dengen kepemimpinan FFFP, dan bubkan tindakan
MLL,

Memasuki takwn 1987, di Jawa Timuwr dan  Jawa Tengah
Lampanvye penggenbosan mulal dilakukan SECAra
terkomrdinir,zz yarng dilakukan dengan  intensif melalui

pengajian  dan ceramnah. DI Jawa Tengah, Ketua PUNU  Rakhari

Masruri bersama tokoh berpengarub antarsa lain, EH., A, Hamid

Baidlowl aktif melakukan penggembosan. KH. AL Hamid
ey . .
=504 dua daerabh Atu o pengoembosers berjalan cdalam

intensitas  vang sangat tinggi. Roleh jadi karena keduanya
adelah  daerabh-daerah basis atama NU vang dalam dua pemilu
telahl memompa  FFP pasti tahu persis di omana  katup  untuk
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Baidlowi bahkan memperluas cabupannya sampal Jawa Timur. Di
wini, banyak wlama yany pernabl herguru kepada ayahnyve, kH.
Baidlowi, sehingga dia cukup  disegani. DL Jawa  Timur
cerdiri, kampanye penggembosan dilakukan dengan sangat
retoris. Wakil  Ketua OF Anshar Jawa Timuwe, HM.  Shahib,
herbicara bahwa "bukan NU yang keluar dari FPFE. Tapi PFF
vang mencetat -—terlempar—- dari NU. Riar dia  tahu  rasa.
Fiar  Jada borsai” . “ Dan FPF derpan sia-aia masih  mencoba
wrtuk unjuk grgi. Kehadiran KH. Hamid yvarng membawa kharisma
avebry o dianagep bubenr perecalan bagd  mereba. Ahadin
Mintarwin, Sehkretaris DPEW PRFFP Jawa Timuwer, mengacung kan  apa
varg  diangoap sebagal kartu Froaf FRFeOEHL Amin Imvon yang
adalah  cucu FH. Kholilt kini tetap di PR, hahkan  namanya

masnt dalam  DOT. KH. Kholil adalab gura sebagian  besar

ulama-ulama terkemcka di Jawa  Timur dan  Jawa Tengah,

termanuk KH. Hasyim Asy art.

Bkarn tetapi apa yang ditempub PEE, tidak berarti. Dan
ditengah kepultus-asaaninya, Naro sepertinva lepas kendali.
Dia kémudian menentang NU: Bisr saja teluw sk itu keluar
dari partail, Terlalu lama ada dalam keranjang yeang baik ind

-
malal akan merusak relur—-teluy lain yang masih balk.‘q Maka

g1 lalu kian tidak dapat terbendung.

Fampanye pengaemi
b ¥ Bie

Tempo. 7 Maret 1937,

a4

Tempo. 2! Maret 1987,
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Di Jawa Timur, mendekati Femilu tidak hurang dari 900
pergalilan Y &I dilakukan uwlama—ulama NU menyerukan
penggembosan. FFPF yang merasa sangat tersudut, terpaksa
menge luhkan ini, dan melaporkannya kepada Laksusda.
Runtutnya, Kantor Sospol Kotamadya Swrabaya melarang 883

orang tokoh  NUE untuk berbicara di forum  pengajian, dan

Labsusda memainta  agar  FWNU Jawa Timur menghentikan
pengaembosan.  Atas  rekomendasi Ditsosopol  Jawa Timur,
Beberapa waktu  kemudian semua  larangan i1tu dicabut

AR Y

benbaly, o

Fada skala nasional, tokoh-tokoh  teras  PENU vang

paling intens melakukan pengaembosan selain Mahbub

Diunaedi, yang tulisan~tulisannya tidak diragukan lagi
adalah methede pengemposan yang paiing luas  cakupannya,
talah Saiful Mujab, salah seorang Wakil Ketua Tanfidziyah,
dan KH. Yusuf Hasyim, Rais Syuriah.
Efek pengembosan sebenarnya sudah mulail terasa  sejak
masa Fampanye pemilu. Buasana pemilu PFF pada unumnya  jaub
| , . . 2é .
lebih sepi Jjika dibandingkan dengan pemilu 1982, Ini
dapat dijelaskan karena sebagian besar massa yang mengikuti
kampanye FFPF adalah warga NI yang dikerahkan oleh para
L3 ihat Kacung Marijan, 0p. Cit.. h. 168.

Eéﬁyamﬁuddin Haris, PPP _dan Politik Orde r
(Jakarta: FT Grassindo, 1992), h. 119.
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kyai, dan pengerahan semacamn itu hampir tidak ada lagi
dalam kampanye Femilu 1987.

Sedang kampanye FPP sendiri dapat dikatakarn kurang
efektif. Di daerah seperti Jawa Timur, hampir gseparuh
wak ti kampanye  digunakan  oleh para jurkam untuk  meng-

. R : 27 .
counter penggembosan terhadap partal mereka.*’ Selanjutnya,
kampanye-—bkampanye mereka pada wmumnya  kesulitan mencari
tema, setelah asas Islam yang dahulu menjadi andalan tidak
lagi dapat dipergunakan. Funci persoalan  akhirnya adalah
pada  proograms- progiran yand ditawarkan. Namun di  sini  pun
FEF  bedododren. Mereka jadi tampak mengada-ada tatkala,
misaloya, hendak menghapus SFF. Ataw seperti di Jawa Barat,
FEFP kampanye anti pengiriman TkW ke Arabt Saudi. padahal di
€A ‘tevdapat Lurang lebih dua juta orang  yang menikmati
hidup dari keluarganya yang menjadl TMN.?B

Dengan kedua perclehan di atas, penggembosan oleh ML
serta hilananyve tema ideologis sebagai akibat diterapkannya
aeas  tungaal Fancasils, ditambah lagi dengan  kepemimpinan
partal  yang terus-mensras dilanda kemelut dan konflik
sehirngga mengakibatkan berpalingnya para pemilih rasional,

ek a T (T=S e wY:

stan perolehan swara FRF dalam  pemiluw 1987

bk ean AREIR ANl

angy luar biasa untuk divamalban. Ferbitungan

-
1 b i d.

2R ihat Jempo, S Mei 1987.
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hasil akhir pemilu ini menunjukkan turunnya perolehan suara
FFP dlA hampir semua daerab  pemilihan. Sedangkan  total
secara nasional, FFF memperoleh 15,96 %, merosot tajam dari
peroletan  di  tahun 1982 yang sebesar 27,78 %. Perolehan
kursi  di DPR pun mercsot dari 94 di tahun 1982 menjadi b1
di tahun 1987. FPenurunan ind akan tampak semakin parab jika
dilibat bahwa jumlah kursi di DPR telah dieskalasi dari 564
merniadi 400 knrﬁi.gq

Jika dapat disepakati babwa kemerosotan  itu  adalah
karena FPF ditinggalkan oleh warga NU untuk sebagian besar,
dary pemilih rasional yvang beralib akibat kemelut internal
partai i1tu pada hbagian Qanq lebih  kecil, pertanvaaan

selanjutnya terntu ixlah, kemana penyebaran pemilibh-pemilih

pe

yang berpaling itu

Jawaban bagi pertanyaan ini agaknya harus tetap Jadi
spekulasi. Namun  adalah kenyataan bahwa Golkaer mencatat
kernaikan perolehan suara yang cukup berart, darid 64,34 % di
tahun 1992 menjadi 72,99 4 di tahun 1987, Sedangkan FPDI
merunjukkan sedikit kenaikan dari 7,8 ¥ menjadi 11,01 %,
Atau anbillah contoh di Jawa Dimwr, dimana PPF menunjukkan

l (& [ 5
[NUFPEN A o

PETILE LN cetigsar ch e sebe lumnya bampanye
penqgembosan berjalan dalam intensitas yang cukup tinggsi.
.

Dari data yang diperoleb dalam hasil pemilu dua tahun

“Funtu angka-anaka and lihat Haris, Qpe Cit., h. 120,
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diatas, sangat kecilnya warga NU untuk menyeberang ke PDI.
Kendatipurn ada peluang FDI untuk  meranghkul NU, namun
terdapat hambatan psikis bagi warga NU untuk begitu saja
beralih memilih FDI. Citra FD! belum bisa lepas sama sekali
dari FNI. Dan bagi kaum santri di NU, citra FNI  adalah
abangan. Apalagi dalam FDI terdapat unsur-unsur FParkindo
dan Fartai Fatolik. Di Jawa Timuwr, FDI menunjukkan kenaikan
di 2% dari 3& Daerab Timgkat II. Yang terbanyak terjadi  di
Kotamadya-kotamadya Supabayé Mojokerto, Malang dan
Frobolinggo. Berarti kenaikan PDI kebanyakan diperoleh dari
masyarakat penilih perkotaan yang relatif rasional, yang
tidak mengaitkan pilihan politiknya dengern pertimbangan-
partimbangan primordial, Indivasi ind diperkuat pula dengan
adanya daerah-daerah etnik Madurea, yang tidak diragukan
lagi adalah warga NJ, yakni Bandownsao , Situbondo,
Pamekasan, Rangkalan, Sampang dan Sumenep, kenaikan suara
FDI berada pada angka dit hawah 1 %,

Sebaliknya, di daerah etnik Madura itu pada umumnya
EEP menuniukkan adanya kemerosotan terbesar. Misalnya di
SQumenep, Yand  menunjukkan angka  prosentaze pergeseran
terbesar di  Jawa Timwr, FFPmenurun sehesar 31,70 % dan
Galkar naik 30,03 %, tementara i  Fkotamadya-kotamadya,
Galkar justru mengalami kenaikan yang keci{ antara 6.29 %
hingaa 13,59 %. Gehingga gambaran kedua yang dapat dibuat

ialah, mungkin sekali, yang untuk sebagian besar adalah



akibat  akal  penagaembosan,  banyak  warga NJ o yang  telah
mengalibkan suwaranya dari FPP ke Golhkar.

Sementara itu, segera setelah Pemilu NU  mengupayakan
rekonsiliasi  internal, Tanggal 4 Juni, KH. Ahmad 8Siddig
mengundang semua tokoh NU yang menyebar di setiap DFF dalam
sehuah  acara  halal bi-halal di  Surabaya. Termasuk yang
diundang adalab para aktivis penggembosan seperti KH. Yusuf
Hasyim dan Mahbub Diunasedi, Namun, tokoh-tokoh NU di FFP,
seperti KH. Syansuri Badawi dan Ketua DPW FFF Jawa Timur,
Sulaeman Fadli, menolak hadir dalam pertesuan yang diwarnail
dencgan acara saling nemaafkan itu.30

Selanjutnya, hasil-hasil pemilu rupa-rupanya  kian
meyakinkan kelompok politisi NU akan  potensi politik
crganisasinya. Ragi mereka sudab terbayang bahwa potensi
itu  akan membuat MU selalu diperebutkan oleh setiap
bontestan dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Maka lalu muncul
gagasan  tentang “Khittah Flus". yang merupakan hasil
pikiran Mahbub Diunaedi yang paling kontroversial tentang
N, Dalam gagasan ini, Mahbub Dijunaedi mengajak  warga  NU
untuk memikirkan  kemungkinan NU  kembali menjadi partai
palitik. Menwrutnya, apa vang'objektif benar ditentukan di
SGitubondo dabule belwn tentuw  benar selamanya. Sah saja  NU

.

melakukan thing dan rethink, agar tetap dinamis. Tentang

IO ihat Tempe. 7 Juni 1987



hambatan berupa struktur politik vang hanya memperkenankan
tiga kontestan politik, dia berargumen:
Bukankah negeri ini sudah berulangkali mengalami
peENYempurnaan sistem politik vang tunduk pada
perktembangan dinamisasi masyarakat 7 Bukankah pernah

ada pikiran multi-partai. pernab ada yikiran satu
P s B =
partail, dan akbhirnya sistem sekarang 7.7

Meskipurn  tampaknya tidak ada yang tidak masuk akal
dalam argumen  Mahbub  Djunaedi ini, namun setidaknya
terdapat dua perscalan  vang membuat gagasan itu  tidak
populer. fertama, dia berhadapan dengan hambatan objektif
makro  seperti yang telah disebutkan sendiri  oleh Mahbub
Diunaedi, yang sulit  wuntuk berubabh  dalam waktu dekat.
Kedus, gagasan itu diartikulasikan terlalu pagi, ketika NU
masih  didominasi  oleh semangat reorientasi paolitik YAang
mengharuskan NU weninggalkan kegiatan politik praktis.

Serangkalan  upava  lobying Mahbub  Diunaedi untuk
mevakinkan gagasannya praktis tidak berbasil. RBahkan Munas
Alim Ulama NU di Cilacap, 1518 Nopember, sekalipun sempat
diwarnai perdetatan tentang  itu, sama sekall tidak
mencantuwnkan masalah Khittah Flus  Mahbub  Diunaedi  dalam
aqendanya, Dadam wab tu singhat, gagasan Mahbub Diunaedi ini
dengan aegala VArLannya, termacuk untuk menggeser

.

BIMahbub Divnaedi, Khittah Plus, dalam Tempo, 7
Naopembter 1987,



Abdurrahman Wahid, seqgera tarabaikan, setidaknya untuk

zsementara.

Sedang Mahbub Diunaedi rupanya harus memikul resiko
Yain. Dalam Muktamar 1989 dia termasuk  orang yang oleh
Abdureatman  Wahicd thicingkirktan dari pos-pos kunci  dalam
kepengurusan  harian  FRNU.  Namun berhbeda dengan Anwar
Nurris, vyang sama sekali terlempar, Mahbub Diunaedi masih
ditempatkan  pada  posisi yang  tidak  begitu menentukan
Gebagal anggot s Mustasyar., Rupanya, aksi penggembosan yang
pada aisi terlentu berimplibtasi positif bagi pembuk tian
ekaictensl  diri  NUY masib dipandang  sebagai  jJasa  Mahbub
Divmaedi yang untuk itu harus dihargal sepenuhnya.

Muak tamar itu juga mengambil pelajaran dari perjalanan
selama lima tahun, akhirnya merasa perlu mnemberikan pedoman
bagi warga NU dalam mengounakan hak-hak politiknyva. Fedoman
itu diakumulaszikan dalam seabilan rumusan politik MNU:

1. Berpolitik bag b Nahdlatul Ulama mengandung arti
keterlibatan warga negara dalam kehidupan barbangsa dan
bernegara  secara meyeluruh seeuai dengan Pancasila dan
UuD 194%,

. Folitik bagi Nahdalatul  Ulama adalah politik yang
berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan
Yangkah-1langhkah vang sensntiasa menjunjung tinggi
persatuan dan kKesatuan untud mencapal cita-cita bersama,
yailtu terwujudnyvea masyarakat yang adil dan makmur  lahir
batin, dan  dilakukan  sebagali  amal ibadah meniiju
kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

S« Berpolitik  bagi  Nahdlatul Ulama adalah  pengembangan
nilai-nilai  kenerdekaan yarig  hakiki  dan  demokratis,
mendidilk Ledewasaan bangsa untuk menyadari hak ,
Fewaiitan dan tanggung jawabo untuk mencapai kemaslahatan

bercama,
4. Berpolitiv bagi  Mahdlatul  Ulama haruslah dilakukan

A
L]



dengan moral, etika dan budaya yang ber-kKetuhanan Yang
Matba Fea, berperikemanusiaan yvang adil dan beradab,
men junjung tinggi persatuan hangsa Indonesia,
berkerakyatan vang dipimpin oleh hikmat Fkebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berperikeadilan
aosial bagi seluruh rakyvat Indonesia.

S. Berpolitik  bagi Nahdlatul Ulama haruslab dilakukan
dengan kejwiuran murni dan moral agamea, konstitusional,
adil, EEeital dengan peraturan  dan  norma-norma yang
glisepabat v, UNETEN dapat mingembannkan mekanisme
musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

Lo Rerpolitik ey i Nahdlatul Ulama dilakukan untuk
memperkaokoh  konsensus nasional, dan  dilakukan  sesuai
dergan akhlakul karimah sebagai penaamalan ajaran  Islam

Ahlus sunnab wal Jamaah.
7. Rerpolitik hagi Nabdlatul Ulama, dengan  dalil  apapun,

tidak  bolenh dilakukan dengan  mengorbankan  kepentingan
bereama dan memecah-belah persatuan.

Q. Ferhedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik

WE A MU harus tetap herialan derngan SHABAMA
preresaudaraan, rawaddw dan saling menghargal saty  sama
ladin, eehingga  di  dalam berpolitik ite dapat  tetsp
dijaga persatuan dan kesatuan di o lingkungan  Nahdlatul
W ama.

?. Rerpolitik briacy 3 Mahdlatul  Ulama mernuntut adanya
Foamanirasi kemasyvarakatan timbal-balik dalam pembanguran
nasional  untuk  menciptakan aklim o yang memungkinkan
perkembangan arganisasi kemasyarakatan ¥ ang lebih
marndiri dan mampue melaksanabean fungsinyea sebagal eBarana
masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta
berpartisipasi dalam pembangunan.**

Sebenarnya tidak ada yang baru dalam sembilan rumusan
politik  ittu.  Fada dasarnya  semaanya adalah penegasan
tembali dalam detail terhadap blue print kepolitikan NU
vang  diputuskan  di Sittubondo. Untuk sebagian,  rumusan

politak Ttu damarsudban sehagay penjelasan bahwa dengan

- o e -
Cereputusan Maktamar MU no. OL&/MNU-R28/1789 0 Tentang
Masalabh-masalah Kemasyarakatan (Fesan-pesan Maktamar), Rah

“1’ 1 -

n
L2 |



khittah tidak 1alu  berarti N menjadi  pasif dan  tidak
terlibat dalam proses politik. Pada Bulan  Agustus, tiga
bulan sebelum Muktamar, di depan program Felatihan Fader NU
vang diadakan oleh Lakpesdam, Abdurrabman Wahid berbicara
tentang peran politik NU. Dia memastikan, sekalipun  bukan
Farpal, ML hisa Gada Y A P an politik sebagaimana
organisasi  palitik maupun corganisasi profesional lainnya,
st MU eelalu merasa berpanagil dalam proses traneformasi
comial Yy A} tenagah dialami banasa Indonesia,. Tapi peran
polital setelah bhittab tidab lagi identik dengan kekuasaan
atad Jjabatan nublit.ﬁx

Terntu Pa v dapat dipertanyakan, dongan cara  apa MU
kimi  memainkan peran politiknya ? Fhittah tidak  diragukan
laga telah  menbawa N pada kedudukan di luar  politik
prakvtis  yang btidak memungkinkannya terlibat  dalam  power
politics, Tetapi, bahwasanya proses politik memiliki
sekaligus  sisi formal dan informal masih membuka celah
Ragi peran NUJ. Jika diamati, kepolitikan NU kini  tampaknya
mengambil suatu model khas yang aksentuasinya  bukan  pada
mekanieme formal. Cara yvang dipakai  untuk  mempengaruhbi
kehigekan  publik, lepas dari pertimbangan efektifitas,
SET LN disebhut-cebhuat  oleh  Abdurrabunan Wahid sehageal

"negositasi di balik layer".

e

“lihat Kompas. 8 Agustus 1989,



Kecenderungan inilah  yang secara meyakinkan telah
teramati oleh  Arbi Samlt.:r'4 Dia melihat bahwa NUJ tetap
hadir dalam prases politik nesional dan lokal secara  tidak
resmi, melaluil peran warganya yang menjadi  pengurus  atau
bukan, yang secara umum dapat dikatakan sebagsl  tokoh.
Dengan  mengqunakan lobi sebagai tehnik utamanya, tokoh NU
memperjuangkan  aspirasi  dan kepentingan  warganya secara
pragmatis dalain  arti  mengupayakan seoptimal mungk in
diperoletnya konsesi politis dari pibhak-pibak dengan  siapa

tokah  tersehut melakukan interaksi, sehingga kepentingan

pagamaan dan kemasyarakatan yang menjadi pusat perhatian,
akan terlinduangil.

Dengan inilah agaknya dapat dijelaskan babwa mengapa
ketika menyatakan ukuran suksesnya politik  tidak  lagi
divasarban  pada balkulasi  kuwantitatif  berapa jabatan-
jabatan politik, pada saat yvang sama ternyata NU masih
terue memetik  mantaat  dari  kebadiran  warganye dalam
struktur politik, vyang sebagian  hahkan secara informal
sengaia  diperjuangken. Contoh yang paling jelas adalah
ketila NU mendukung warganya untuk dapat menempati posisi-
posici  strategis di PFP ketika partad ini melaksanakan

Muk tamar kedaanya, Agustus 1999, ketika itu NU

ot Sanit, "Folitik NU sebagal Organisasi Massa",
dalam S, Sinansari Ecip (eds.), NU __dalam Tantangan
(Jakarta: Fererbit Al-Kautsar, 1989)




memperjuangkan  Chialid Mawardi dan Karmani sebagai  calon
pengganty Naro, Sekalipun usaha ini gagal, dan pengganti

Nara adalah dari MIL, tetapi NU berhasil menempatkan  tiga

crangnyea (Sulaeman  Fadeli, Karmani, dan  Imam Bofwan)
sehagas anggoata formatur diantara tuiuh orang yang

terpilih, Selarnjutnva enam arang MUY berbesil  duduk  dalam
keperngurusan  harian FFF« termasuk  Mathori Abdul  Jalil
s@baatl  Sekjen.  Jumlab ini meningkat Jika  dibandingkan
derngan Fepenguirusan Narao yang hanya mencantumban 1ima arang
dari MUY Sebaliknyve dari fihak MI dalam kepengurusan harian
turun dari sembilan menjadi tujuh. Diberitakan hahwa calon-

calon  NU telat memperoleh semangat darn motivasi dari  tiga

. . . 5
orang kyai yang selalu mendampingi selama muktamar,

. . — . . S
Fejadian ini  mendorong Syamsuddin  Haris é

untuk
menyimpalkan bahwa N sedang mengaleaml godasn untuk kembali
berpolitik, sehingga dia mengajukan hipotesisi bahwa

Keputusan  NU o untuk  menarik diri  dari kegiatan politik

adalabh  keputusan sementard, yvang cepat atau  lasmbat akan

mengalami pengkajian  ulang. Sekalipun  sampai tingkat
tertentu sinyvalemen  ini  ada benarnya, namun beberapa

Feberatan  dapal diajuban kepatanye. Fertama, seperti Y andg

S ihat Editor, 9 September 1989,
H&Syamsuddin Harie, "NU dan Godaan Politik Menjelang

~

Muktama+ ke-28", dalam Kopmpas. - Oktober 1989,



menjadi  salah  satu  tesis kajian ini, NU tidak pernah
memutuskan wntuk membuang dimensi politik dalam
aktivitasnya, dan karena itu rfrase "godaan untuk kembali
berpolytak” masih dapat dipertanyakan relevansinya.
Belanjutnya,  Fkalaupun  yang dimaksud adalah  godaan  untuk
kembali berpolitik praktis, maka asumsi Haris di atas pasti
akan  segera dicounter oleh NU  bahwa persoalan dalam
muk tamar FPF itu adalah keterlibatan individual orang-orang
MU, dan bukan NU sebagai organisasi. Kasus di atas agaknya
letdh  tepat  jika dipahami sebagai bagian  dari  mekanisme
informal MU saat hendak tuwroat ambil bagian  dalam proses
politik yvang sedang berjalan. Dan akbirnya, penyvimpulan itu
agaknya  dihuat setelah keterlibatap tokoh NU o dalam  PRP
diamati i bawah lensa pengamatan vang membuatnya tampak
lebih besar dari makna riilnya. Sebenarnya, bukan hanya di
FFEF MU menunjukkan keterlibatan, namun juga di  Golkar
sepertl vang tercermin dari masuknya Slamet Effendi  Yusuf,
Ketua GF Anshor, dalam jajaran DFF-nya, dan belakangan di
) A Fetika di tabun 1993 seorang kyai N tercantum  dalam
formasi kepengurusan pusat dalam partal ini."’ Rahwa di FFF

Feterlibatan MU jaubh lebibt besar jikas ditendingkan terhadap

$}anjmlanq Femilu 19287, Abdurrahman Wahid  da depan
masa  FDI mengatakan bahwa jika ada warga NUJ yvang aktif  di
FDI, dia akan mendukung. Sebab PDI "kan kecil, kayak anak
yatim. Wajar btalaw mengharap warga NU mendukung FDIY. Lihat
Tempo. 21 Maret 1987.



Ledua  OFF lainnya, tentu karena ada ikatan historis  dan
kesamaan tujuan  tertentu yang tidak  dapat begitu saia
dinihilkarn antara NU dan FPFRP.

Dan  sazpapun tidak  &ban menyangsikan bahwa FPFF

seberarnya tahu perg akan arti penting massa NI baginva.
karena itu, segera setelah perombaban forsasi kepemimpinan
partal, YAariy myait s menghapus sama sekalir kbubw Naro,  FPPP
medmal & Tanghkah wrtuk Fembial a merranghul pemilah
potensialnya  ttu. Dalaw mane Eeauwdian FFFP menemukan bhahwa
dia tidak sendirvian, sebaty FDD den terlebdih lagi  Golhar
ternyata sedang wmelakuaban hal yvang sama.

Lot aran kebhawativean Mahbub Diunaedi oi tahun 1987

Pt

babwa N hanya akan sepertl "perawan yang diterik  kian

‘ . . . 8
bemsri  oleh para bontestan” di1 setiap p@mllu,‘& dengan
TEE & terasa cangat  heralasan. Mak: & mengantisipasi
diincarnya takoh-takaoh NU aleh ketiga OFF, entah  sebagai
o,

iy
AT

g ogetler patpurn calon di lesmhbage legislatif, dalam rapat

Fleno  FRMNMU, 18

Me: 1991, dibahas rancangan  SK PBENU

terntanig petunicvk menghadapl Femilu.™

Rancangan tersebut

arntara  lain wengabtur babws warga  NU,  termasuk pengurus

e L anm baalely  dicalankan oleh  orsospol =eblagal anggota
L v . , : .
Mottty Djwrieeda khittah Plus, lempq. . Deveembe

19835

e e e
T Tempo. D Mea 1991,



MPR/DFR maupun DRFRD. Namun begitu namanya tercantum sebagail
calon tetap. dia  haruse meningoalkan  jabatannya di NU.
Setelah penungutan suara selesai dan masuk ke lembaga
legiglgtif, dia kembali memagang Jjabatannya. Lalu utusan

FWHU Jawa Timar mengusulkan agar begitu  terpilib  sebagai

angagota bewdarn legislatif  sebaiknya  yang bersangkutan
dibebaskan dari jabatannya. Akhlrnya rapat memutuskan

sebuah jalan tengah: mereka vang menjabat sebagai pengurus
harian dan terpilih dalam pemilu, dialihkan ke jabatan yvang
tidak terlalu msenetukan. Ketetapan inl juga  berlaku  bagi
pengurus badan otonom, lembaga, dan lajnabh  di lingkungan
MLt

Dalam rapat pleno ind pula, ketua FUNL Jawa  Timur
Muhammad Thohir dikabarkan telah smelobl peserta lain  agar
Fasus keterlibatan Abdurrabman Wahid dalam Forum  Demokrasi
(FD)Y dimasukkkan dalam agenda rapat. Namun lobi ini tidak
herhasil. Rupanya kebanvakan peserta sidang merasa khawatir
jika persoalan FD dibhicarakan, bisa saja keterlibatan
pengurus NU lainnya di TCMI dan MUT turat dipermasalahkan.

Ferietiwa besar yang dilakukan oleb Nahdlatul Ulama

alat akby

BR. AKTIFITAS RIDANG GARAPAN PASCA KHITTAH
Kalau ada keleliruan terbesar yang telah dilakukan NU

selama pericde aktualisasy peran politiknya, itu pastilah
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terabaikannya begitu banyak bidang garapan akibat aktivitas
yang torkonsentrasi  pada  politik  semata-mata. Sehingga
meskipun  NU  telah  membukukan catatan-catatan gemilang
tentang prestasi politiknya, dalam banyak hal lain  NU
sesungguhnya  menyimpan sejumlah kelemahan. Masalah taraf
perekenaomian  hkebanyakarn  warga vyang masih lemah, atau
masalah  rendabnya hualitas sumberdaya manusia NU, adalah
cantuh kelemahan  1tu.  Kekelirusn  ini mulai diperbaiki
ketika politik tidak langi manyita habils perhatian MU,

Cubkup hanya sabenarnya bidang-bidana yang dibenahi NU

sejak 1984, Namun disini hanyae akan dilihat beberapa hidang

gar apan terpent ing, seperti pengemtangan sumberdaya
marusia, penataan  perekonomian  warga, dan pendidikan.

Fembahacarn  dalam  bhagian ini sangat  bhersifat teknis  dan
terasa kurang menar ik, namun maksad wtamanya adalah  untuk
membuat  gambaran  hetapa MUY telah mengambiil  manfaat  yang
cukup  besar dari ditinggalkannya kegiatan politik  praktis
yang memunakinkannyea untuk Jugs menperhatikan bidang-bidang
Tain,

Hidang yang nampaknya menjadi perhatian pertama dalam
e bzeralyar NI adalah paeningkatan kualitas sumberdaya
mariiela,. Boleh jadi sebabnya adalab karena setelah  khittah

.

Felompok cendeklawan mengorbit be puncak struktur
bhewerancgan MU, sehiingga wajar jika coancerr pada  masalah

sumberdayva manuzia terasa sekali. Hanya empat bulan setelah



muk tamar Situbondo, berdasarkan SK  FENU Na. 16/A~
V/048/1V/1995 pada tanggal 6 April 19805 di Jakarta didirikan
lajnah pengembangan sumherdaya manusia (lakpesdam) yang
berada langsung di  hawa FE NU. Lalu  pada tanggal 30
Nopember tahun berikutnya bertepatan dengan saat
berktumpulnya  kawula muda  NU DIY dalam acara lokakarya
penataan program, di Yogyakarta herdiri badan dengan nama
yang sama tetapi akronimnya berbeda, LEFSM, di bawab FW  NU
DIY. Kedua badan ini pada dataran  konseptual melakukan
kajian, penelitian, dan penerbitan  yang mengarah  pada
tujvan  gerakan  transformatif. Sedang pada dataran aksi,
secara  similtan, dilakukan pelatihan dan pengembangan
masyarakat. Lakpesdam misalnya, dimana saat ini belkerja
sebelas  orang  sarjana  sebagal  tenaga profesional  yang
bekerja penuh, telah merintis pembuatan Fusat Dokumentasi
MU, Arsip-arsip lama NU, termasuk kitab-kitab klasik yang
menjadi  acuan  utama NU, di samping dikiram ke LIFPI  Juga
dikirim ke lakpesdam. Di LIFI bahkan, hekeria sama dengan
Memash University, arsip-arsip itu telab disimpan dalam
hentuk microfilm. Lakpesdam juga  telah ratusan kali
melabakan  fasilitast  dan pelatihan, darit  btingkal  pusat
sampail ke tingkat tertawat, terutama untuk mencetak  kEader-
kader pragantsasi MU Di  samping itu Juga pelatihan
Fetrampilan dan tenaga profesi yang dikalthkart dengan pilot

arviiect tertentus peternakan, aerbanian dan seterusnya.
! N LI L
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Semua aktitivitas 1Inil  tentu memerlukan dukungan
finansial yang memadai. Namun  bagi  Lakpesdam hal  itu
rupanya tidak terlalu menjadi persoalan. Dengan cara kerja
vyang mirip L8M, Lakpesdam sejak awal telah menjalin kerja

GAMA dengan YEYASAN "YAYAGON  AB1Ng. Misalnya dengan

Fathfinder Fund, UNFFA, FISKA atauw The Asia Foundation.3®

Lalu herdasarkan  konsepsi tentang pengembangan
sumber  daya manusia vang peads bulan September 1992 telah
disusun oleh Tim Fenyusun Konzepsi Pengembangan Sumberdaya

Manusia NU, lLapesdam merumuskan orientasi penyelenggaraan

kegiatannya dalam enam kategori :41

1. Penelitian dan kajian masalah-masalabh  keagamaan,
Femasyarakatan, pendidikan, budaya dan ekonomi,
terutama yvang berkaitan  dengan makasud-maksud
pengenbanagan sumberdayva manusia,

2. Fendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan
wawasan, sikap, dan  kemampuan  kKader, relawan,
motivator, dan  warga masyarakat agar mampit
meninghkathan  kreatifitas dan  produktifitas  yvang
antara lain dengan Jalan 3 &) Latihan untuk
pelatih, b) Latihan tenaga pengembangan sSwadavya
masyarakat, ©) Latihan kepemimpinan, d) Latiban
manajemen program, dan e) Latihan-latihan vyang
berktaitan dengan perngembangan program  pembangunan
sektoral (koperasi, kesehatan masyarakat, usaha
induestri kecil dan setervsnyal.

I. Biambingan, penyaluhan, dan konsultasi untuk
penaksiran kebutuhean, studi kelayvakan, perencanaan
dan penyelenggaraan  serta evaluasi kegiatan-

kegiatean  yang  tersifat perintisan pengembangan
masyar akat,
4. Dokumentasi, pelayeanan inTormasl dan penerbitan,

.

40

ae

Tempo. X% Nopembwr 1989, h. 30,

L i ket Bangkit., September—0Oktober 1993, h. 7071,
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bherupa pengadaan  dan tukar-menukar  buku,  bahan
bacaan, bukoe petunjuk dan panduan  latihan serta
media  berkala untuk pengembangar jaringan kerja
antar lemhEogs .

S, Lokakarya, Seminar darn berbagai bentuk pertemian
lain  dalam ranghka mempertemukan dan saling tukar
ide ., gegasan dalam rangha mempertemakan dan waling
tukar ide, qagasan dan pendapat  para ahli dan
mayarakat  umuam dalam aspek dan hidang-bidang
tertentu.

4. Usaha—-uzaba  produktif yang e mldal dengan maksud
darn tuguan  Lakpesdan serta memberikan landasan
yang kuat bagal Lemandirian kelonpok sasaran.

Qelaniubnya  wntul memper Tuas Jangkauan peageam  yang
dilakeanaban, Lapesdan king prind ik tige Balan Latiban darn
Famoembangan Masyarakat {RULFMY WA masing-masing
T AT T ETY A pee d b mariaary P Ogaram dalam  linghup wilavahnys
cerdisr. BUFEFM uandt 1 oyang herada i Ujiungpandanag menargani
perl aksanaan progran Lakpesdam untuy wilayah Indonesia Baglan
timuy ., dan BLPN writ 1T di Swrabaya uritul wilayah Tndonesia
Bagian tengah, dan BLEM unit JIT di Jakarta urntuk  wilayah
Tndonesia hagian barat.

Bidang  garapan lain  yang dekat baitannya dengsn
pangembangan gumberdaya manusia adalah pendidikan. Namun
v bheda dengan yang disebut pertama, yang secara struktural
henar-—-benar Braru dimulas  setelab Fihitttah, dibidang
peredd diker MU Lerlady medak  Lama memiliki lembaga-lembaganyéa.
Frariya  sada cteh bl fitas Fembaga - Yemtiaga itw barw  beramakna
cetelah bhatbab,  NU Juga herbeda dengan Mubiammadiyah,

sekali  keduanys cama-sama meletakkan pendidikan  pada

-
P
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salah  saty titik  berat kegiataﬁnya. Di Muhammadiyah,
sekolah-sekalah thary D@lakmngan Juga Pesantren, adalah
didirikan aleh Organisasi. Mamun di NU, Sekolahhﬁekolah

pada Hmumnya,  meskinon buka kegeluruhan, adalah miljik

perarangan atau Yayasan.  Bahkan jika dilihat dari
Belarahnya, N Justru didirikan di Resantren, sebuakh
lembaga Pendidikan., Eagian terpenting dari apa Yarig
dilakuban ML terhadap bidarng pendidikannya adalak

mengadak an koardinasi, Dan untuk ity NU  telah memiliki
lembagea ¥ ma%ing~maﬁing bidang Fendidikan MO dalam
kategori tertenty,

Limtuak bidang pendidikan umum . NU  memiliki Lembaga

Ferndidikan Ma arif Yang mengelola dari tainan banak-kanak

Bampad Fergurgan Tinggi. Sedangkan Pesantren-pesantren
dalam Vingkurigan NU diletabkan ai bawah kordinasi

Rabithatul Maahad il Islamiyah {RMI) Yang didirikan saat
Muk tamar nu i Surabava tabun 1934,

Jika pesanity e pesantren, karena  ba rabter  dacarn Y e
Yarg mandid, mampi untuk terus berkembang sekalipun Utk
Burarm wat t Yeaa cukup lama tidak meEmperolel perhatian Y ang
menadail,  maka Pendidikan Wi di o NU - kary menampak kan
Pz b et s g s randg peeat cetalah 1264,

Phongogoo vt Hite g baawads | Maar o f ;wrdapdt tidak
Furanag dayd SAD0  aman baried b arak Yanqg  diberi  nama

Faudhatal Athfal (sementara {ty Muslimdt, dalam jumlah Yang



lebih besar, juga mengelola 4.800 taman kanak-kanak),
12,000  lembaga pendidikan dasar (Madrasah Ibdidaiyah dan
sDa, 7.800  perguruan  tinggi  berupa akademi, sekolah
menenagah  baik  umum maupun kejuruan, serta 79 perguruan
tinggi berupa akademi, sekolah tinggi, institut, dan
universitas, %< Untuk sektor pendidikan dasar dan menengah
telah  disusun  sebuah pala pembinaan pendidian dasar dan
menengah  yvang antara lain membuat panduan  kurikulum bagi
S EMLLA lambaga pendidikan  pada  tinghkat ini. Fanduan
Furtkulun dte disusun bterdasarkan kurikudum Depdiktbud dan
dilenghkapi dengan materi tambahan ke-NU-an, Lalu di  sektor
perdidikaan tinoal. dalam pertemuan perguruan tinggi MU se
Indonesia  di Batu, Jawa Timur, pada bulan Nofember 1993
dibtuat kesepakatan untuk mengadakan sebuab forum komunikasi
yang akan bertemu setiap enam bulan sekali. Dalam pertemuan
yang aban dihadiri olebh S8 perguruan tinggi itu diputuskan
bahwa Universitas Islam Malarmg (Unisma), yvang menempati
tanah  milik LF Ma'arif seluas 4 Hektar serta memliki 11
Fakultas dengan  8.700 mahasiswa dijadikan sebagai model
percantohan hagi perguruan-perguruan tinogi NU lainnya.
Hailk sekolah-sekalah maupn perguruan—-perguruan tinggi

TCAngka-angka ini  =serta data—-data lain tentang
aktivitas pendidikan Jdi NI diperoleb  dari wawancara

Fernvyusun  dengan KH. Drs. Wahid Zaini, BH., salah eeorang
Fengurus FENU pada tanggal 04 Juli 1997,
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yang berada di bawah koordinasi NU dapat dibagi dalam tiga
kriteria. Pertama, yang memang sengaia didirikan olebh LP
Ma arif  atauw hepengurusan NU pada sesua tingkatan., Kedus,
yanag didirikan oleh suatu yayasan, dan yaveasan 1tu diberntuk
alehl  kepengurusan MU ataw LFP Maarif. Dan ketiga., sekolah
atalt  perguaruan tingoi vana oiselengoarakan oleh warga N,
baik dalam bentuk yayasan atau dalam bentak  lain (banyak
pesantren  yang Juoe mend lik sekolab wmoam EEpAal  perguruan
tingat  di  dalameya), dan menyatakan  berafiliasi ke NU.
Forsebuensl afiliasi tu adalab NU ataw LIF Mo arif membantu
Py san stalt mereka, meoheri rekomendasi hagli mereka
batiwea sekoclah  itu berada dalam Lirgkungen NI dan untuk
kepentingan  warga MUY,  memberikan  bantuan Gguaru, serta
menbantu pembenaban buribalum dan materiy  pelajaran.  Reda
antara lemhaga pendidiyan yvang sengaja dibentuk dengan yang
sebadar menyatakan afiliazasi ke NU adalah bahwa untuk YAang
dicebut terakbir MU maupun P Ma'arif  tidak memiliki
Fewengan mengenai pencangkatan pimpinaniya.

Hidang garapan lain yang Jjuga secara tradisional
mernjadi  aktifitas MU adalah dakwah, vang  ditangani oleh
Lembiaga Dabwals NU (LDMY) serta Himpunan Dailyah Muslimat dan
Fatavat Hidmaty. Tidak perlu dibabas Eecaraﬁriﬁci tentang
aktifitas  dakwah NU ini, kecuali bahwa setelah khittah NU
mey asakan  Feleluasaan  dalam berdabwats, vang tidak  mudah

dipecoleh ketyvka NU masih berpolitik praktis.
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Sebuah  langkah yang tidak terlalu menonjol, antara
lain  karena cakupannyea vang bersifat lokal pada  tingkat
wilayah NU, nmamun tetap perlu  dicatat lkarena merupak an
sehuah terobosan bara adalah dibentuknya (ainah  Penyuluban
dar Bantuan  Hukum (LFEH) pada  kepada warga N dalam
mergatasi persasalah yang berkaitan  dengan hukum. Tiga
program amum  yang diembannya adalah pelayanan ligitasi,
pelayvanan  jasa  kemsultasio dan pelayanan non ligitasi.
Ketiga program amam itu dilakeanakan di atas kaildah khusus
ur bk MERMEIE 7 LA K &N menegakk an Feadilan tanpa
menperhitungkan jumlah imbalan, serta dalam memper juangkan
hak dan Fewadiban masvarakat selalu berada dalam bimbingan
itlama.,

Selama masa  dua tahun sampai 1993, LFEH telah
menyelessaikan 23 kasus. Tidak banyak, namun cukup berarti
untuk sebuah langkah awal. Sebagian besar kasus itu  adalah
menyangkut  masalah pertanahan., kemudian perburuhan  pada
urutan  kedua,  dan terakhir khasus yang berkaitan  dengan
paencemarah lingkungan hidup.43

Akhirnya, bidang agarapan NU yang paling menarik untuk
dicatat adalah sektopr perekonomian, yang membukukan langkah

sangat kontroversial di o tahun 1990, Sebenarnya di bidang

.

4:‘:"r"-,"l.,ln’r:u&:. wlasan lebih lengkap mengenai LPRH ini, lihat

anteara lain Bangkit, Maret-April 1997,



168

ini NU menghadapi masalah dilematis pada tingkat realisasi
dan aplikasi program. Dalam periode 1984-1989 NU boleb
dikatakan gagal mewuwjudkan progran ekonominya. Setidaknya,
pelum ada pola pengembangan yang dapat secara representatif
menggambarkan dan mampu mengalokasikan kegiatan ekonomi NU,
serta  menggerakkan produktifitas warganys. Penyebabnya
untuk  sebagian adalah karena program hasil Muktamar 1984
terlalu idelistis sehingga sulit diteriemahkan dalam
langkah-langkah operasional. Karena itu dalam muktamar 1989
mala  diupayakan rumusan program baru yang realistis dan
konkret, sesuatu yang ternyata mampu membawa pada langkah
yarg lebih berarti.

Aktifitas NU di bidang ekonomi yang mempunyail cakupan
paling luas adalah pada hal-hal yang sifatnya advokasi dan
arbituasi4q. Di wilayah—-wilayah NU pada umumnya telah
dibentuk lembaga-lenbaga perekonamian yang berupa kelompok-
helonpok usaha bhersama, yang baryeak melakukan Jasa
penbentukan mradan—hbadan usaha yang bersurat-surat lengkap.
Selaina imi, banyak pengusahia kecil NU yang sangat informal,
varg tidak memiliki surat 13in lokasi tempat usaha mereka,
spalagl curat  i3in usaha. Langhkah lairn adalah melakukan

Fonsalidasi pengusaha-pengusaha retail, W ang dalam

R PRI SSER PR SR AE — .

Yhyawancara FPenyusun dengan Dre. H. Ali Maschan Moesa,
Lak il  kKetua Katib Syuriah FPUNU Jawa Timur di kediamannya
pada tanggal ©1 Juli 1997,
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lingkungan NU sangat potensial. Yang tidak kalah penting
adalat  penyuluhan kewirausahaan, yang meliputi tuntunan
bagaimana prosedur untuk  memperoleh kiredit (banyak
pergusahs kecil NU vang semata-mata hanya menggunakan modal
sendiri), bagaimana memperoleh  keuntungan  lebih besar,
sebab banyak warga NU yang melakukan usaba sekadar sebagai
ikhtiar yang tidak terlalu mengutamakan keuntungan,
bagaimana membarngun Jaringan pemasaran dan sebagainya.

Mamun  tidak diragukan  lagi, langkah  yang paling
mengesankan atlal ah ketika NLU mendirikan bank-bank
perkereditan rakyvat, vang dimulal saegera setelah  muktamar
Krapyak. Tanggal 20 Februari 1990, atar kerjasama NU dengan
BRorang pengusaha non-pri, di Krian Jawa Timur, diresmikan
BFR Nilaiarta yang sampai tanggal peresmian ini saja telah
mengumpulkan depositi sebesar 1.4 Milyar rupiah. Disini NU
telah mendabului Mubiammadiyah, yang sejak beberapa bulan
sebelunnya merencanakan pendirian bank, tapi ternyata masih
mencghadagpa beberaps kerumitan, seprti  rekruitmen dan
pelatibhan karyvawan. Fazalnya adalah, Muhammadiyah tidak
mencoba  berjasama dengan  pengusaha  seperti halnya NU,
sehinggs semua harus dimulai dari rol.

Terntu dapat diterka Jika pendirian FFR Nilaiarta akan
mengundarg kontroversi., Masalahnya tidak lain adalabl soal
halal-haramnya burgs hank yang masih diperdebatkan. Ketiks

itu KH. AlL Yafie, masihb Wakil Rais Aam, merasa perlu



memberikan penjelasan bahwa bank bukan merupakan hal baru
dan tabu bagi N, 49 Muktamar NU di RBanten pada tahun 1938
pernah memutuskan bahwa bank bukan sesuatu vang terlarang.
Rerdasarkkan keputusan itu, MU pada tahun  1950-an  pernah
mendivikan  Bank Nusantara danm Bank Haji. Semuanya memakal
burga. Namun karena kelemahan menejemen, akhirnya bangkrut
sepertl juga  bkank  muallimin yéng didirikan dekade
berikutnya. HRelajar dari  kesalahan itu,  menejemen BFR
Nilaiarta ditata dengan sangat hati-hati, dan karena itu NU
mergambil langkah  kerjasama dengan pengusaba vang telah
herpengal amarn .

Akan  tetapi beberapa bulan kemudian, dengan segera
Jelaslah  bahwa BFR Nilaiarta terutama telah dimaksudkan
sebagal sebuah test cese sebelum NU mengambil langkah Yang
lebih besar.

Tanagal 1 Juni di Jakarte ditandatangani perjanjian
kerjasama  NU dengan Bank Summa untuk mendirikan 2.000 BPR
dalam jangka dua pulub tabun. Walaupun kerjasama ini telah
drsetujul  prototipenya  di Frian, tapi dilingkungan  FRNU
rupanya masit terjadi pertentangean seputar persoalan apakah
BFRE vang  akan  didirikan wengaunakan  sistim bunga atau
tidak . Setelab melampatd serangkalan perdebatan, Rapat

Gabungar Syurcals dan Tanfudsiyah pada tarnggal IO Mei

45

“Liihat Tempo, 190 Maret 1290,

-~
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memutuskan untuk meneruskan proyek BFR itu, vang setidaknya
untuk  sementara, masib memabai bunga. Rupanya bagi NU ada
dua  pilihan  yang sama-sama berat: mendirikan HPR dengan
bunga, atauw membiarkan sebaglan warganya tetap berada di
bawah tekanan lintah darat.3®

Untuk  operasiconalisasi kerjasama it sebelumnya N
telah mendirikan FT Duta Dunia Ferintis.47 Lalu  untuk
melabeanakan pendirian EFR-BFFR, direncanakan dibuat sebuah
fslding  companyv, PT Nusumma Utama. Komposisi sahamnya
adalah, FT Duta Dunia Ferintis memegang S0 Y, dan FT  BRank
Summa 40 v, Ditargetkan pada karun  wakty kurang  lebih
trgapulub tahun 40% saham yang ada ditangan Fank Summa  itu
secara bertahap akan dialihkan kepada warga. Sebenarnya, N
pernah  mernawarkan  kerjasama pendirian  BFR ity kepada
beberapa bank pemerintah seperti Bank Rumi Daya dan  Rank
Dagang Nasional, juga kepada Rank Susila Bakti vang telah
memprak tekkan sebuah Rank Islam. Namurn yang bersedia adalah

Hank Summa. dan sebaligus dinilai lehib memiliki kLelayakan

4] I‘\ . . . -
1‘Llhat Tempo, ¢ Juni 1990,

47Dnlam abte notarisnya disebutkan bahwa FT Duta Dunia
Foerintis didivikan oleh  KH. Ahmad Siddig dan kKH.
Atdur rabman Wabhiid mesing-masing sebagai Kais Aam dan Ketua
Umam  Tanfidzivah N, Kamisarisnya terdiri  dari Yusuf
Hamviim, Hasyim Latief, Ma'ruf Amin dan Mustafa Zuhad, serta
Fomicaris Wtamanyva Saiful Mujab., Direktur Utamanya dijabat
alety Al Usmwan. Sedang modal pertamanya disetor sebesar Rp.
100 juta denagan Fooposisi: Rais Aam Rp. 30 juta, Ketua Umum
Tanfidrayah Rp.o 20 juta, dan anggota Rp. 30 juta.
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bhagi kerjasama itu. %8 gebuah penilitian vyang kemudian
terbukti kurang tepat.

Bartu sembilan BFR yang terealisir, pada tahun 1993,
ketika Bank Summa menghadapi persoalan  sedemikian  rupa
sehingga ia harus dilifuwidasi, dan semua target yvang telah
ditetapkan, hampir-hampir tidak lagi relevan. Untungnya,
beberapa  waktu sebelum tim likuidasi mengambil alibh  aset
Rank Suwmma, bank ini menyelesaikan kerjasamanya dengan  NU,
danganv garan  supaya NU mencari partener lain  yvang  bisa
menggantikan Bank Summa dan membeli sahamnya di FT  Nusumma
Utama. Lalu terpilibh PT Jawa Fos, dan selanjutnya dilakukan
berbagai percetujuan dan  perombakan FT Nusumma Utama.
Diangkat Dahlan Izkan sebagal Direktur Utama vyang baru,
sementara Komisaris Utamanya tetap Abdurrahman Wahid.4?

Fersoal an Y ERI10 tidalk terduga i menyebabkan

&) . .
ahﬁhdurrahman Wahid mernvebutkan empat alasan mergapa

i memilibh Bank ST et ame e lompok Astra  yvang
METT S0 L Bl Summa tidak bhergerabk atas  dasar mewopel i,
Serta sangat sedibit meman faatkan jasa boik dan fasilitas
pemerintah., Kewduea, Eank Summa kuat, IELERAN Y & ] afiliansi
dengan bhank-bhank mereka var lain di Tuar  negeri, dan
e oradnuarg dalam  Summa Internasional. Ket 3ce, mer ek &
memi bbby kaitan dengan bank-hank besar di  selurub  dunia.
Dary Leempaly mereka mempiryal stretegi yang jelas den dana
el hesar yvang hendak dikembangkan dengan  jalan  membuka
crabrarigecabuan g b il Lihat wawancara  dengan Abdureabman
Wahid dalam Tempo, (Up. Cit. ¢

Fs (Z',) y .
i Waviancara  penyusun derngan Dre. Al Maschan Moesea,

Wak 11 Fetiva Katibt Syurivah FWNU Jawa Timur di kediamannya
pada tamggsal 01 duls 1997,




17

perkembangan BFR Nusumma secara kuantitatif jadi tersendat.
SQampal saat  ini  baru berhasil didirikan dua  BFR baru,
sehingga seluwrubnya berjumlab sebelas BPR yang tersebar di
Jawa  Timwr, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat. Namun,
meskipun  demikian, prospeknva dapat dikatakan cukup  baik.
fistem Ekerjanvae sudah dimiliki, segmen nasabahnya  juga
sangat Jjelas, tenaga kerjanva sudah tersedia. Jika dulu
tenage kerianya mayoritas deri Bank Summa, kini 95 4 adalah
tenaga  kerija vang direkrut oleh FBNU, setelab diuji
komitmen bkeislamannya, he-NU-annya, dansudah barang  tentu
keteranpilan  perbankan. Tiap BFR praktis telabh beroperasi
sendivi-sendiri, dan FT Nusumma Utama  hanya  mengandalkan
sistemn operasi, Jjenjang karier karvyawan, dan mutasi-mutasi
antar RFR.

Relakangan, FLPanya mulai terpikirkan tentang
diversifikasi. FT dNusumma Utama sebagal helding company,
dengan anak-—anak perusahaannyéa, telah merencanakan
pembuatan anak perusabhaan lagl, yakni berupa trading house

yarg ditangani oleh tenaga-tenaga profesional di bidangnya.

C. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN
Sehuah  ilustrasi. Dalam sebuah wawancara ditanyakan
kepada Letjen R. Hartono, Kasospol ABRI, apakah dia warga

NUL, Dengan vakin, barangkali di luar dugaan pewawancaranya

sendiri. Hartono menjawab bahwa dia lahir di  Madura, dan
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"halaw rang Madura  buban NLY, PAMANY A bk an Orang
Madura® . =

MNustrasi ini tampaknya sederbana, akan tetapi makna
inplisit  vang dibawanya tidak dapat disebut sederhana.
Har tono. adalabh putera secrang kyal Madura, pastilah sejak
Yama  memiliki identifikasi kultural ke NU. Tapi  tampaknya
slit dibavangban bahwa seorang Jendral akan secars terang—
e angan  mergakt dirinya NU, sebelun lahir keputusan ke
Fhattab,  Sebabtviya adalab pernah mer i aci Farpol,  sehingga
solama beharape wab tu todak ada elil poalitik nastonal, baik
gipil terlebdh lagd militer, Yang mau mengaku sebagal warga
N, Fadahal secara kultural rarnyvak  di antara mereka
melakanakan "tradisi NU'. Berhbeda halnya dengan mereka yang
tidak  ragu-ragu untuk menyebuat dirinya Muhammadivah, jika
memang  mereka begite. SBehingoga salab satu keuntungan N
setelah kembalil ke bhittah adalah mencairnya eksklusifitas
povtb i bt Tt dary mulail funturnya  kesarn sebagail oposan
peoner Lo babh vanag pernah melekat pada diri NU.

Feuntungan  selanjutnya, Eian menyebsrnys  warga  NU
ek ke FRF, Golkar, dan FDI telah  semakin menperkuat
Bearecariimg poesataor MU serta memper luas Jar ingan lobi, yang

twelah dipilih MUE sebagad (CAF & urtak mempengaruhnl

U et WawahCars  dengan Faseospal  ABRI Letien .
Har Lorio dalam Forum Keadilap., 17 Februari 1994 .
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kebijaksanaan pemerintah. Dan sekalipun NY  tidak lagi
menjadikan perolehan kursi jabhatan publik  sebagai ukuran
sUkses politiknya, namun penyebaran ke tiga OPF  rupanya
telah menjamin warga NU untuk tetap memilikl akses ke kursi
di  lembaga legislatif. Sudab tentuw lalu dapat diajukan
argumen  bahwa warga dan tokoh ormas lainnya,  terutama
Muhammadiyah, cukup banyak yang duduk di kursi DPR atau
MFR, dan ditu tidak bhisa serta-merts dianggap sebagai sebuah
keuntungan politik bagi ormas tersebut. Memang benar, akan
tetapi tokah-tokob  Puhamsmadivabh  yang  deduk di o lembaga
legislatif pada uwnumnya adalah  karena kapasitas diri
pribadinya, sebagal pakar, budayvawan, dan seterusnya, serta
bukan karena kepemimpinannya atas komunitas tertentu dalam
masyarakat, BRerbeda halnya dengan NU. Tokoh-tokohrnyva vyang
duduk di legislatif, baik melalul ketiga OFF maupun sebagail
utusan daerah, seringkali adalah kyai atau ulama vang pada
cakupan lokalnya masing-masing merupakan pemipin umat atau
setidaknya pesantren, yang itu adalah sel-sel dalam
aorganisme bermama NU. Artikulasi kepentingan warga NU  ini
dengan demikian akan lebih meluas daripada ketika mereka
hanva dapat terwakili melalui FFF dahulu.

Ragi ulama-ulama NU senﬁxri, khittah vang membawa NU
pada  kedudukan di luar politik praktis memberi resultensi
hilangnya sekat-sekat untuk memimpin umat Islam tidak hanya

di PFFP namun di kedua lainnya bahkan ABRI. Fopularitas kH.
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Zatnuddin MI yang luas di  semua kalangan umat Islam
Indonesia, untuk sebagian dapat dijelaskan dalam perspektif
ini.

Lalu  keuntungan berikutnya, kalangan MU sendiri
merasza bahwa khittah sebenarnya lenih mendekatkan NU hepada
cita-citanya. Mereka melibat bagaimana ikhtiar-ikhtiar NU
bisa berjalan lancar. Sesuatu vang mahal harganya sebelum
kembali ke khittah. Dabulu Jika NU hendak mengadakan dakwah
misalnva, iiinnya hisa sangat berbelit-belit dan mesti
MENUNQgu hingaa berbulan-bulan untuk turun. Sementara itu
pembicara  yvang akan menyampaikan dakwahnya pun bilasanya
melewatl seleksl vang ketat., Kesulitas semacam itu sekarang
sudah  tidak terjadi. Salah catu tehnik yang digunakan Ny
adalah bekerjasama dengan elit ARRI, yang pernah digalah~
taftzirkan orang sebagal kolusi antara Abdurvrahman Wahid
dengan  Renny Moerdani. Telaah politik  sebenarnya adalah,
prmpinan formal  ARRIT adalah Rerny . Dan larangan—-1larangan
terhadap  NU  dulunva selalu  berasal dari aparat-aparat
militer. Jada daripada  mencari penyelesalan derngan
mendekati aparat wmiliter di bawah, NU rupanya lebibh memilih
pendetatan langsung  Fepada Fanglima ABRI. Fada mulanya
adalah bedebatan pribadi antara pemipin NU dengan  pimpinan
ABRTL. Namun selanjutnya hal ituo diperluas déngan pendekatan
NU dan ARRT secara belembagaan. Di sinilah dapat dijelaskan

mengapa  Pangab,  kKassospol  ARRI, Fangdam V  Jaya tidak
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mempersulit rencana pPelaksanaan Rapat Akbar ‘P2, ketika
Mendagri, dan Mernko Follam rnasih Fagu-ragu uritul memberikan
idin.

Namun i samping keuntungaﬁmk&untungan di atas,
kerugian  bukan berarti tidak Aada, getidak“tidaknya pada
masas awal ketika Warga mestl beradaptasi dengan warna baru
Kepolitikan NU. Kesulitan Mnculy sepertl telah dikemukakan
frada bah ﬁehmlumnya, berbaitan dergan sifat paternalistik
Warga NU. Merela terbiasa mengiketi sebuah patron, termasuk
kﬁfik&» Piliban  politik harue dilakukan. FKetika Khittah
memberiban bebebhasan bepada warga uptuk menentukan  sendiri
saluran  aepdrasi politibnya, selama heberapa wakty mereka
JUstru  merasa kebingurgan, dan perlu Mmenunggu wak bt tidak
burang  dari delapan tahun fingga tahun 1992 sampai mereka

dapet memahami makna kebebasan ituy,



